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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1980
TENTANG

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

M engingat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentan
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyaratan
/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 4 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980
tentang Pedaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum dan perubahan
ketentuan mengena Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan
Indonesa maka perlu mengadakan pengaturan lebih lanjut mengena
susunan, tatakerja, pembentukan dan ha-ha mengenai Lembaga
Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesig;

bahwa sehubungan hal tersebut dalam huruf a maka dipandang perlu
menetgpkan Keputusan Presden mengena Lembaga Pemilihan Umum dan
Panitia Pemilihan Indonesia, dan mencabut Keputusan Presiden Nomor 3
Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan
Indonesig;

. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang
Perubahan Undang —undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggotaanggota Badan Permusyawaraan /Perwakilan Rakyat
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3063 ) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun1969 tentang Pemilihan
Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 ;
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3163);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pel aksanaan Undang-

undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3181);
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M enetapkan:

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan
Strukturil, sebagamana yang teah bebergpa kali diubah dan ditambah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN
INDONESIA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presden ini yang dimaksud dengan :

a. Undang-undang adalah undang-undang Pemilihan umum yaitu undang-
undang nomor 15 Tahun 1959 tentang Pemilihan umum Anggota
anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, sebagaimana
diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 dan diubah lagi
dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;

b. Peraturan Pemerintah adaah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980
tentang Pel aksanaan undang-undang Pemilihan umum;

C. Lembaga Pemilihan umum selanjutnya disebut LPU, adaah
Lembaga sebaga dimaksud ddam Pasd 6 Peraturan Pemerintah;

d. Panitia adalah Panitia-panitia sebagai dimaksud dalam Pasal 11 sampai
dengan Pasd 29 Peraturan Pemerintah;

€. Badan addah Badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan sebagai
dimaksud ddam Pasd 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah;

f. Personil adalah mereka yang diangkat atau diperjakan/
diperbantukan dalam L PU/Panitia/Badan;

g. Pegawa Negeri addah Pegawa Negeri sebaga dimaksud daam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
kepegawai an.
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BAB I
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) LPU bersfat permanen dan adminigtratif termasuk Departemen Daam
Negeri.

(2) Dalam me aksanakan tugas operasional nya, L PU ada ah ctonom.

(3) LPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesi

Bagian kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok LPU adalah:

a. mengadakan perencanaan dan persigpan untuk melaksanakan
Pemilihan umum;

b. memimpin dan mengawasi Panitig;

C. mangumpulkan dan mengsematisaskan bahan-bahan sarta data-deta tentang
hasil Pemilihan umum;

d. mangerjeken hd-ha lan yang di pandang perlu untuk meaksanakan
pemilihan Umum;

Bagian ketiga
Fungs fungs

Pasal 4

Daam mel aksakan tugas pokok sebaga di maksud dalam pasd 3LPU

melakukan fings-fungs sebagai berikut :

a perencanaan, yatu merencanakan dan mempersgpkan ssgda sesuatu yang
perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum dengan aman, tertib dan
lancar;

b. penydenggaraan, yaitu memimpin daam arti menentukan kebijaksanaan,
mengendalikan, mengarahkan, dan mengkoordinaskan kegiatan-
kegiatan Panitia dan Badan yang ada di ddam LPU untuk menjamin
kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisen;

C. pembiayaan, yaitu merencanakan dan mengusahakan biayayang
diperlukan serta menjamin penggunaannya secara efisen ;

d. pengawasan ,yatu mengawad pelaksanaan tugas Panitia dan Badan yang
ada d ddam LPU serta penggunaan biaya dan barang-barang untuk
menjamin kel ancaran penyel enggaraan Pemilihan Umum.
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Bagian Keempat
Susunan Organisas

Pasal 5

LPU terdiri dari :

Dewan Pimpinan ;

a. Dewan Pertimbangan ;
b. Sekretariat Umum.

Sdan yang dimaksud pada ayat (1) ddam LPU dibentuk Badanbadan
lain berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 1980.

LPU diketua olen Menteri Dalam Negri.

Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Ddam
Negri sebagal Ketua LPU dalam ha Menteri Dalam Negeri berha angan
mel akukan tugasnya.

Pasal 6

TugasKetuaLPU addah :

a memimpin kegiatan LPU ddam meaksanakan tugas pokok dan
fungsinya;

b. untuk kdancaran pelaksanaan tugasnya, mengadakan hubungan
dengan fihak-fihak yang dipandang perlu.

Dalam meaksanakan tugasnya LPU bertanggung jawab kepada
Presiden.

BAB IlI
DEWAN PIMPINAN LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 7

Dewan Pimpinan LPU add ah suatu Dewan yang mempunya kedudukan sebagal
unsur pimpinan dalam LPU, yang diketahui oleh Menteri Dalam Negeri
/KetuaLPU.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 8

Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah :
a.  menentukan garis-garis kebijakan pelaksanaan Pemilihan umum;

b. mengambil keputusan aas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang
diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.

Bagian Ketiga
Susunan Organisas

Pasal 9

(1) Dewan Pimpinan LPU terdiri dari :

Menteri Dalam Negri sebagai anggota, merasngkap Ketug;

Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketug;
Menteri Penerangan sebagal Anggota, merangkap Wakil Ketua;
Menteri Keuangan sebagai Anggota;

Menteri Pertahanan K eamanar/Panglima A ngkatan Bersenjata sebaga
Anggota;

f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;

g. Menteri Luar Negri sebagai Anggota.

PO T

(2) Keanggotaan Dewan Pimpinan LPU adalah fungs onal

a Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU
berhdaangan, meka kedudukannya ddam Dewan Pimpinan LPU
digantikan oleh Menteri adinterim yang bersangkutan;

b. Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU
berhalangan dan bdum ditunjuk pgabat yang representative
bavahan Menteri yang bersangkutan untuk mewakilinya ddam
musyawarah-musyawarah Dewan Pimpinan LPU.

(3) Sekretaris Umum LPU, karena jabatannya, merangkap menjadi
Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.
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Bagian Keempat
Pembagian Tugas

Pasal 10

(1) Daam pelaksanaan tugasnya Dewan Pimpinan LPU mengadakan rapat
sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, atas undangan
Ketua Dewan Pimpinan L PU.

(2) Daam rapat sebagai dimaksud daam ayat (1) dimusyawarahkan segda
sesuau mengena  penydenggaraan Pemilihan Umum sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tugas Ketua Dewan Pimpinan LPU adalah:

a memimpin kegiatan Dewan Pimpinan LPU daam meaksanakan
tugasnya;

b. meminta pertimbangan-pertimbangan kepada dewan Pertimbangan PU
dan menerima usul-usul mengenai persoaan-persodlan yang pokok
dfanya sarta mengg ukannya kepada Dewan Pimpinan LPU untuk diambil
keputusan.

Pasal 12

Tugaswakil Ketua Dewan Pimpinan LPU adalah:

a mewakili Ketua Dewan Pimpinan LPU gpabila Ketua berhdangan
mel aksanakan tugasnya;

b. membantu Ketua Dewan Pimpinan LPU dalam melaksanakan
tugasnya.

Pasal 13

Tugas Anggota Dewan Pimpinan L PU add ah:

a memberikan pendapa dan saran tentang langkah-langkah yang perlu diambil
oleh Dewan Pimpinan LPU untuk mensukseskan penyedenggaraan
Pemilihan Umum;

b. membantu Ketua Dewan Pimpinan LPU sesuai dengan tugas
fungs ona nya dd am rangka penyd enggaraan Pemilihan Umum.
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Pasal 14

Tugas Sekretaris Dewan Pimpinan LPU adal ah:
a. membantu Dewan Pimpinan L PUdalam mel aksanakan tugasnya;
b. memimpin dan menye enggarakan Administras Dewan Pimpinan L PU;
Cc. melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Dewan Pimpinan LPU.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 15

Dewan Pertimbangan LPU adalah suatu Dewan yang mempunyai
kedudukan sebagai unsur pemberi pertimbangan daam LPU guna
kelancaran penyel enggaraan Pemilihan Umum.

Bagian kedua
Tugas Pokok

Pasal 16

Tugas Dewan Pertimbangan L PU memberikan Pertimbanganpertimbangan
dan usul-usul, baik atas Permintaan Dewan Pimpinan LPU maupun aas
Prkarsa sendiri untuk memudahkan Dewan Pimpinan LPU dalam menentukan
kebijaksanaan dan mengambil keputusan.

Dalam rangkamelaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan LPU
senantiasa diminta  pertimbangannya dalam mempersapkan perturan
perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan umum yang
diprakarsa oleh LPU.

Bagian ketiga
Susunan Organisas

Pasal 17

(1) Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari :

a seorang ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang
Menteri;
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b. 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggotaterdiri dari unsur
Parta Persatuan Pembangunan (Partai Persatuan) ,Partai Demokras
Indonesa (PDI) ,Golongan Karya (GOLKAR),dan ABRI,masing-
masing seorang;

C. 8 (delapan) orang Anggota, terdiri dari unsur Partai Persatuan, PDI,
GOLKAR, dan ABRI, masng-madng 2(dud) orang.

(2) Ketua ,Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

(3) Pada Dewan Pertimbangan L PU ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat
dan diberhentikan olen Menteri Dalam Negri/ Ketua LPU.

Bagian Keempat
Pembagian Tugas

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan LPU mengadakan
rgpat sesua keperluannya atas undangan Ketua Dewan pertimbangan LPU.

(2) Daam rapat sebagal dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala
sesuatu mengena pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menyusun :

a pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul, baik aas permintaan Dewan
Pimpinan LPU maupun atas prakakarsa Dewan Pertimbangan LPU
sendiri;

b. pertimbangan dalam mempersiapkan peraturan perundang-
undangan Pemilihan Umum yang diprakarsa oleh LPU;

C. rencanakegiatan dan program kerja Dewan Pertimbangan L PU.

(3) Anggota Dewan Pertimbangan LPU waib merahasakan ha-ha yang
dalam Rapat Dewan Pertimbangan L PU ditentukan untuk dirahas akan.

Pasal 19

Tugas Ketua Dewan Pertimbangan LPU add ah:

a memimpin kegigdan Dewan Petimbangan LPU ddam mdaksanakan
tugasnya;

b. menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dan atau usul-usul sebaga
dimaksud ddam Pasd 18 aya (2) kepada Dewan Pimpinan LPU;

C. mengaur pembagian tugas antara Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Pertimbangan L PU.
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Pasal 20

Tugas Wakil Ketua Dewan Pertimbangan LPU add ah:

a membantu Ketua Dewan Petimbangan LPU ddam meaksanakan
tugasnya

b. meaksanakan tugas yang diberikan dleh KetuaDewan Pertimbangan L PU;
Pasal 21

Tugas Anggota Dewan Pertimbangan LPU add ah:

a memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Dewan Pertimbangan LPU
tentang langkah-langkah yang perluy diambil dalam rangka memberikan
pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul baik atas permintaan Dewan
Pimpinan L PUmaupun atas prakarsa Dewan Pertimbangan LPU sendiri;

b. meaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan L PU.
Pasal 22

Untuk melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan LPU dapat
mengadakan konsultas dengan Instans-instans Pemerintah dan atau B adan-
badan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka
penye enggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 23

Tugas Sekretaris Dewan Pertimbangan LPU addah:

a Membantu Dewan Pertimbangan LPU dalam melaksanakan
tugasnya;

b. Memimpin dan menyelenggarakan administrasi Dewan
Pertimbangan LPU,;

C. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Dewan
Pertimbangan LPU.
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BABV
SEKRETARIAT UMUM LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 24

(1) Sekretariat Umum LPU addlah suatu Sekretariat yang mempunyai
kedudukan sebaga unsur pembantu pimpinan ddam LPU.

(2) Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum yang
beradalangsung di bavah Menteri Dalamn Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 25

Tugas Sekretariat Umum LPU adalah merencanakan dan
mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dalam penyelenggaraan
administrasi umum LPU untuk menjamin suksesnya pelaksanaan
Pemilihan umum.

Bagian Ketiga
Susunan Organisas

Pasal 26

Sekretariat Umum LPU terdiri dari Pimpinan Sekretariat Umum LPU, Biro-
biro, Kelompok Penghubung, dan bagian-bagian.

Pasal 27

(1) Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum sebagai
dimaksud ddam Pasd 24 ayat (2).

(2) Sekretaris Umum dibantu oleh seorang atau |ebih wakil Sekretaris Umum.

(3) Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri/Ketua L PU.

Pasal 28

Biro-biro ddam Sekretaris umum LPU yaitu:
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Biro Perncanaan;

Biro Hukum;

Biro Hubungan Masyarakat;
Biro Keuangan;

Biro Administrasi Umum;
Biro Pengamanan.

S0P Q0T w

Pasal 29

(1) Bagian PembukuanBagian-bagian dalam Biro Perencanaan yaitu:
a. Bagian Program;
b. Bagian Teknis Pemilihan Umum;
C. Bagian Dokumentasi dan Statistik.
(2) Bagian-bagian dalam Biro Hukum yaitu:
a. Bagian Perundang-undangan;
b. Bagian Penyelesaian Hukum.
(3) Bagian-bagian dalam Biro Hubungan Masyarakat yaitu:
a. Bagian Publikas dan Penerangan;
b. BagianSantigji.
(4) Bagian-bagian dalam Biro Keuangan yaitu:
a. Bagian Anggaran;
b. Bagian Pemeriksaan;
Cc. Bagian Otorisasi.
(5) Bagian-bagian ddlam Biro Administras Umum yaitu:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bagian Personaliga;
C. Bagian Urusan Dalam;
d. Bendaharawan.
(6) Bagian-bagian dalam Biro Pengamanan yaitu:
a. Bagian Keamanan

b. Bagian Operation Room
Pasal 30

(2) Biro-biro dan Bagian-bagian masing-masng dipimpin oleh seorang Kepala
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(2) KepadaBiro dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Dalam Negeri/KetuaLPU.

Pasal 31

Kelompok Penghubung terdiri dari sgjumlah personil, yang memiliki keahlian
sesua  keperluan, diangkat dan diberhentikan olen Menteri Ddam
Negeri/KetuaL PU.

Pasal 32
Personil Sekretariat Umum LPU adalah Pegawal Negeri.

Bagian Keempat
Pembagian Tugas

Pasal 33

(1) Tugas Sekretaris Umum L PU add ah:
a. Membantu Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dalam
mel aksanakan tugasnya;
b. Memimpin Kegiatan Sekretaris Umum LPU;
C. Mengarahkan, mengkoordinaskan dan mengawas kegiaan Biro- biro
Kelompok Penghubung.
d. Melaksanakan tugas yang diberikan olen Menteri Daam
Negeri/KetuaL PU.
€. Membaikan saan dan aau pertimbangan kepada Mentei Ddam
Negeri/Ketua LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di
bidang tugasnya.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Umum LPU
bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 34

Tugas Wakil Sekretaris Umum LPU adalah:

a membantu Sekretaris Umum LPU dalam meaksanakan tugasnya untuk
bidang tugas yang ditentukan serta ddam mengkoordinasikan Biro-biro,
Kelompok Penghubung dan Personil lainnya dalam Sekretaris Umum
LPU.

b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Menteri Dalam
Negeri/KetuaL PU.
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Pasal 35

(1) Bidang Tugas Biro Perencanaan adalah mengadakan perencanaan
mengenal organisas Badan Penyelenggard Pdaksana Pemilihan
Umum, perbekalan, angkutan dan perhubungan, teknis
penye enggaraan Pemilihan umum sertadokumentas dan statistic.

(2) Tugas Kepa a Biro Perncanaan adal ah:

a membantu Sekretaris Umum LPU ddam melaksanakan tugasnya di
bi dang perencanaan;

b. memimpin dan mengawas kegiatan bagian-bagian yang ada di dalam
Biro Perencanaan;

C. merencanakan kegiatan penelitian;

d. mengumpulkan dan mengolah data-data untuk perencanaan
mengena organisad badan penyed enggara pd aksana Pemilihan Umum,
perbekalan, angkutan dan perhubungan, teknis penyelenggaraan
Pemilihan Umum serta dokumentasi dan saigtic;

e. meaksanakan ha-ha yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU;

f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum
LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang
tugasnya.

(3) Bidang tugas bagian Program adalah menyigpkan serta menyusun rencana
dan program mengena organisad, perbekaan, angkutan dan perhubungan,
sertalgporan penye enggaraan Pemilihan Umum.

(4) Bidang tugas Bagian Teknis Pemilihan Umum adadah mengadakan
pengumpulan dan pengolahan bahan dan data mengena pendaftaran Pemilih
dan jumlah penduduk, pencalonan, pemungutan suara dan perhitungan
suara, serta perubahan keanggotaan Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

(5)Bidang tugas Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah
menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penygian data |
menyusun ddisic serta menydenggarakan dokumentas  mengenal
Pemilihan Umum.

Pasal 36

(1) Bidang tugas Biro Hukum adalah mengumpulkan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum,
membuat dan mengkoordinaskan penyusunan konsep peraturan
perundang-undangan mengenai  Pemilihan umum serta menditi  dan
menyelesaikan masalah-masalah hukum berkenaan dengan
Pemilihan Umum.
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(2) Tugas KepaaBiro Hukum adal ah:

(3) membantu Sekretaris Umum LPU ddam mdaksanakan tugasnya di bidang
hukumn;

a. Memimpin dan mengawas kegiatan bagian-bagian yang ada ddam
Biro Hukum;

b. Mengaur dan mengkoordinaskan penyusunan konsep perauran
perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;

C. Menampung dan menyelesailkan masdah-masalah hukum yang timbul
dalam pe aksanaan Pemilihan Umum;

d. Médaksanakan hal-ha yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU;

€. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum
LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang
tugasnya.

(4) Bidang tugas Bagian Perundang-undangan adal ah mengumpulkan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum dan
membuat konsep peraturan perundang-undangan  mengenai
penyd enggaraan Pemilihan Umum menurut petunjuk yang ditentukan.

(4) Bidang tugas Bagian Penyelesaian Hukum addah menditi masadahmasalah
hukum yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
mempers gpkan penydesaiannya.

Pasal 37

(1)Bidang tugas Biro Hubungan Masyarakat adalah memberikan
penerangan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan LPU
serta mengaur pdaksanaan santigi Pemilihan Umum kepada petugas
Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum serta membina dan
memelihara hubungan yang erat dengan pimpinan media massa.

(2) Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah:

a membantu Sekretaris Umum LPU ddam melaksanakan tugasnya di
bidang hubungan masyarakat;

b. memimpin dan mengawas kegiatan bagian-bagian yang ada dalam
Biro Hubungan Masyarakat;

C. mengatur penyampaian penerangan kepada masyarakat;

d. mengatur peaksanaan santigii Pemilihan Umum kepada Petugas Badan
Penyel enggara/ Pd aksana Pemilihan Umum;

e. meaksanakan ha-ha yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU;
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f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris
Umum LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang
tugasnya.

(3) Bidang tugas Bagian Penerangan dan Publikasi adalah
mempers gpkan bahan publikas dan bahan penerangan Pemilihan Umum,
serta merencanakan penggunaan media penerangan dan mengadakan
kerjasama dengan pihak pimpinan media massa mengena
penye enggaraan Pemilihan Umum.

(4) Bidang tugas Bagian Santiaji adalah mempersiapkan
penyelenggaraan santigi  Pemilihan Umum untuk petugas Badan
Penydenggara /Pdaksana Pemilihan Umum dan menydenggarakan
peragaan Pemilihan Umum.

Pasal 38

(1)Bidang tugas Biro Keuangan adalah menyusun anggaran
pembiayaan, menyelesalkan otorisad, menampung dan memeriksa
pertanggung jawaban keuangan serta membukan dan membuat
perhitungan anggaran.

(2) Tugas KepaaBiro Keuangan adalah ;

a membantu Sekretaris Umum LPU ddam meaksanakan tugasnya
dibidang keuangan;,

b. memimpin dan mengawas kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam
Biro Keuangan,

C. mengatur penyusunan anggaran , penyelesaian otorisas dan
pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan, pembukuan,dan
perhitungan anggaran;

d. meaksanakan hal-ha yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU;

€ memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum
LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang
tugasnya;

(3) Bidang tugas Bagian Anggaran addah mempersapkan bahan serta
menyusun rencana anggaran pembiayaan Pemilihan Umum;

(4)Bidang tugas Bagian Otorisasi adalah mengatur dan
menyelenggarakan urusan Otorisad;

(5) Bidang tugas Bagian Pemerikssan addah meminta dan memeriksa
pertanggung jawaban realisas anggaran Pemilihan Umum dari badan-
badan penye enggaral pe aksanaan Pemilihan Umum;

(6) Bidang tugas Bagian Pembukuan adaah menydenggarakan tata
pembukuan dan menyusun perhitungan anggaran pembiayaan
Pemilihan Umum.


http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 39

(1) Bidang tugas Biro Aministras Umum adalah menyelenggarakan segala
urusan surat-menyurat  yang menjadi  tanggung jawab LP,
menydenggarakan administrad personil, menydenggarakan urusan dalam,
menyusun, dan mengurus pembiayaan Sekretariat Umum LPU.

(2) TugasKepalaBiro Administras Umum adalah :

a  membantu Sekretaris Umum LPU ddam mdakukan tugasnyadi bidang
administras umum;

b. memimpin dan mengawas Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha
yang adadalam Biro Administras Imim;

C. mengatur penyelenggaraan surat- menyurat, administras
personil barang-barang  inventaris, urusan ddam,dan pembiayaan
Sekretariat Umum LPU;

d. melaksanakan ha-ha yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU

€ memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum
LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambildi bidang
tugasnya.

(3) Bidang tugas Bagian Tata Usaha adalah menye enggarakan urusan tata
usahadaam LPU.

(4)Bidang tugas Bagian Personalia adalah menyelenggarakan
penyusunan administras kepegawaian dan pembinaan pegawa dalam
LPU.

(5) Bidang tugas Bagian Urusan Dalam adalah menyelenggarakan urusan

rumah tangga, angkutan, dan perjdanan, pergudangan, serta keamanan
daam Sekretariat Umum LPU.

(6) Bidang tugas Bendaharawan adalah menerima, menyimpan dan
mengduarkan uang aau sura-surat berharga atas perintah Ordonatur serta
mengurus pembukuan, menyusun pertanggung jawaban keuangan dan
menyimpan bukti-bukti kas.

Pasal 40

(1)Bidang tugas Biro Pengamanan adalah mengumpulkan dan
menyusun bahan-bahan utuk mempersgpkan dan  mengkoordinaskan
pengamanan teknis penydenggaraan pemilihan umum serta penyel enggaraan
operation room.

(2) Tugas Kepala Biro pengamanan.

a  membantu Sekretaris Umum L PU daam me aksanakan tugasnyadi
bidang pengamanan Pemilihan Umum.

b. Memimpin dan mengawas kegiatan Bagian-bagian yang ada daam
Biro Pengamanan.
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C. Mengkoordinasikan peaksanaan pengamanan teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum danmengatur penyel enggaraan operation room.
d. Médaksanakan hal-ha yang ditentukan oleh Sekretaris Umum L PU.

€. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum
LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang
tugasnya.

(3) Bidang tugas Bagian Keamanan adaah mengumpulkan data-data
tentang situasi keamanan yang berhubungan dengan
penye enggaraan Pemilihan Umum danmengadakan pengamatan terhadap
Stuas keamanan setigp tahap penyd enggaraan Pemilihan Umum.

(4) Bidang tugas Bagian Operation Room adalah mel aksanakan
pengel ol aan operation roomPemilihan Umum.

Pasal 41

Bidang tugas Kelompok Penghubung adalah mengadakan hubungan dengan
instansi-instansi Pemerintah dan atau pihak-pihak yang dipandang perlu
sarta mendaah dan mengolah masdahrmasdah tertentu mengenai Pemilihan
Umum atas petunjuk Sekretaris Umum LPU.

Pasal 42

Susunan Organisas dan Taa kerja Sekretariat Umum LPU diatru lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU.

BAB VI
BADAN-BADAN LAIN DALAM
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 43

(1) Dalam LPU dibentuk Badan Perbekalan dan Perhubungan
sebaga mana ditetgpkan ddam K eputusan Presden Nomor 4 Tahun 1970.

(2)Sdain yang dimaksud dalam ayat (1), pembentukan Badan-badan lain
ditetapkan menurut ketentuan sebagal dimaksud dalam Pasdl 5 ayat (2).
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BAB VI
HUBUNGAN KERJA
DALAM LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

Pasal 44

Persoalan-persoalan yang tidak dapat diputuskan dengan cara
musyawarah untuk mufakat dalm rapat Dewan Pimpinan LPU,
diserahkan kepada Presiden olen Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU untuk
diputuskan.

Pasal 45

a Apabila dipandang perlu Menteri Dadam Negeri / Ketua LPUdapat
mengadakan musyawarah bersama antara Dewan Pimpinan LPU dan Dewan
Pertimbangan L PUuntuk memusyawarahkan persoal anpersoalan pokok
yang belum terdapat keserasian antara Dewan Pimpinan LPU dan
Dewan Pertimbangan LPU.

b. Sadah diadekan musyavarah bedum juga terdapat keseradan antara
pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan
Pertimbangan LPU dan kebijaksanaan Dewan Pimpinan LPU , maka
Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU mempertanggung jawabkan
keputusan Dewan Pimpinan LPU itu kepada Predden , dan megporkan
pertimbangan-petimbangan dan usul-usul yang diterima dari Dewan
Pertimbangan LPU. Presden mengambil keputusan terakhir mengena
persodan itu.

Pasal 46

Untuk memperlancar perencanaan, Persiapan dan pelaksanaan
Pemilihan Umum serta guna mempererat kerjasama, Menteri Daam
Negeri/Ketua LPU mengadakan pengaturan tentang pembentukan
team/kd ompok/panitia kerja dan rapat-rapat kerja bak berkd a maupun sawaktu-
waktu.

Pasal 47

Apabila dadam melaksanakan tugas timbul sesuatu persoalan atau
perbedaan pendapat antara pejabat-pgabat didalam lingkungan LPU, segera
disdesakan meaui musyawarah antara peabat-pgabat yang bersangkutan,
dan apabilatidak mungkin, maka segera disampaikan kepada Menteri Daam
Negeri/Ketua LPU untuk diputuskan.
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Pasal 48

a. Segaa surat-surat yang didamatkan kepada Lembaga Pemilihan Umum
diurus oleh Sekretaris Umum LPU.

b. Apabila ada pgabat di dalam LPU menerima surat yang menurut isinya
bukan menjadi urusannya, dengan segera menyampai kannya kepada pgj abat
yang berkepentingan.

C. Ketentuan-ketentuan terperinci mengena pengurusan surat-surat diatur
tersendiri.

BAB VI
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 49

(1) Panitia Pemilihan Indonesia sdlanjutnya dapat disebut PPl adalah suatu
Panitia yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemilihan Umum di tingkat Pusat yang dibentuk dengan Keputusan
Presden.

(2) PPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas pokok

Pasal 50

Tugas PPl add ah:

a meencanakan dan mengawas penydenggaraan Pemilihan  Umum
AnggotaDPR, DPRD I, dan DPRD lII;

b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR.
Bagian Ketiga
Fungsi-fungs
Pasal 51
Fungs PPl addah:

a perencanaan, yatumerencanakan dnmempers gpkan penyel enggaraan Pemilihan
Umum;
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b. penyelenggaraan, yaitu memimpin dalam arti mengendalikan,
mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan PPl dan Panitia
Pemilihan Daerah untuk menjamin kesatuan usaha secara efektif dan efesien;

C. pengawasan, Yyatu mengawas persigpan dan penyelenggaraan
Pemilihan Umum.

Bagian Keempat
Susunan Organisas

Pasal 52

(1) Anggota PPI terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI,
GOLKAR, dan ABRI sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang
termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang diambilkan dari Anggota Dewan
Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

(2) Ketua LPU, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan LPU, dan Ketua Dewan
Pertimbangan LPU masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-
wakil KetuaPPI.

(3) Anggota Dewan Pimpinan LPU, Wakil-wakil Ketua, dan Anggotaanggota
Dewan Pertimbangan L PU merangkap menjadi Anggotaanggota PPI.

(4) a. Pada PPI dibentuk Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Yang

dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris;
b. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum LPU merangkap menjadi
Sekretaris PPl dan Wakil Sekretaris PPI;
C. Sekretaria PPl dan Wakil Sekretaris PPl diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden;

Pasal 53

(1) PadaPP! dibentukPanitia Pengawas Pd aksanaan Pemilihan Umum Pusat
selanjutnyadi sebut PANWASLAKPUS.

(2) PANWASLAKPUS terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang
dijabat oleh Jaksa Agung dan seorang wakil Ketua merangkap Anggotayang
dijabat oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri serta beberapa
orang Anggota yang diambilkan dai unsur Pemerintah,Parta
Persatuan,PDI,GOLKAR,dan ABRI masingmasng sebanyak 3(tiga)
orang,yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada PANWASPAKLUS
ditunjuk seorang Sekretaris,yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Dalam Negeri/Ketua PPI.
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Pasal 54

Sekretariat PPl terdiri dari pimpinan Sekretariat PPI, Biro-biro dan Bagian-
bagian.
Pasal 55

(1) Biro-biro dalam Sekretariat PPl yaitu:
a. Biro Penyelenggaraan;
b. Biro Administrasi.

(2) Sdain Biro sebaga dimaksud dadam ayat (1) apabila dipandang perlu
Menteri Ddam Negeri/Ketua LPU dapat membentuk Biro lainnya.

(3) Biro sebaga dimaksud ddam ayat (1) terdiri dari Pimpinan Biro dan Bagian-
bagian.

Pasal 56

(1) Bagian-bagian dalam Biro penye enggaraan yaitu:
a. Bagian Program,;
b. Bagian Teknis Penyelenggaraan;
Cc. Bagian Dokumentasi dan Statistik;
d. Bagian Hubungan Masyarakat.
(2) Bagian-bagian dalam Biro Administras yaitu:
a. Bagian Tata Usahg;
b. Bagian Urusan Dalam;

c. Bendaharawan.
Pasal 57

(1) Biro-biro dan bagian-bagian masing-masing dipimpin ol eh seorang Kepala
diambilkan dari personil LPU

(2) KepaaBiro dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Dalam Negeri/Ketua PPI.

Bagian Kelima
Pembagian Tugas

Pasal 58

(1) Daam melaksanakan tugasnya, PPl mengadakan rapat sesuai
keperluannya atas undangan Menteri Daam Negeri/Ketua PPI.

(2) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala
sesuatu mengenal pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 59

Tugas Ketua PPl adalah:

memimpin kegiatan-kegiatan PPI;

mengundang Anggota-anggota untuk mengadakan rapat PPI;
mengawas kegiatan-kegiatan Panitia di Daerah;

mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu untuk
kelancaran pel aksanaan tugasnya;

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainyang dipandang perlu untuk
memperlancar pelaksanaan Pemilihan Umum sesua dengan kebijaksanan
yang ditetapkan oleh LPU.

o0 oo

®

Pasal 60

(1) Tugas Wakil-wakil Ketua PPl ada ah:
a. membantu Ketua PPl dalam mel aksanakan tugasnya;
b. mewakili Ketua PPl atas penunjukan K etua;

(2) Wakil-wakil Ketua PPl ddam meaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada K etua PPI.

Pasal 61

(1) Tugas Anggota PPl ada ah:

a. membantu Ketua PPl dalam mel aksanakan tugasnya;
b. memberikan pendapat dan saran yang dipandang perlu kepada K etua
PPl tentang langkah-langkah yang perlu diambil dadam rangka
pel aksanaan Pemilihan Umum;
(2) Anggota-anggota PPl dadam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada K etua PPI.

Pasal 62

(1) Tugas Sekretaris PPl addah merencanakan, mempersigpkan, dan
melaksanakan administras PPl untuk menjamin  suksesnya
penye enggaraan Pemilihan Umum.

(2) Tugas Sekretaris PPl adal ah:

a. membantu Ketua PPl dalam mel aksanakan tugasnya;

b. memimpin kegiatan-kegiatan Sekretaris PPI;

C. mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawas kegiatan Biro-
biro;

d. memberikan saran-saran dan aau pertimbangan kepada Ketua PPI
tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;

e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua PPI.
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(3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPl bertanggung jawab kepada
KetuaPPl.

Pasal 63

Tugas Wakil Sekretaris PPl addah:

a. membantu Sekretaris PPl dalam melaksanakan tugasnya untuk bidang
tugas yang ditentukan serta daam mengkoordinaskan Biro- biro dan
personil lainnya dalam Sekretaris PPI;

b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh K etua PPI.
Pasal 64

(1) Bidang tugas Biro Penyelenggaraan adalah merencanakan,
mempers apkan, dan menyeenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk
menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPRD I, dan DPRD II.

(2) Tugas KepaaBiro penyd enggaraan ada ah:

a. membantu Sekretaris PPl dalam mel aksanakan tugasnya;

b. memimpin dan mengawas kegiatan bagian-bagian yang ada dalam
Biro Penyelenggaraan;

Cc. melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris PPI;

d. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris PPl tentang
langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(3) Bidang tugas Bagian Program ada ah menyigpkan serta menyusun rencana
dan program mengenai hal-hal yang ditentukan dalam penye enggaraan
Pemilihan Umum.

(4) Bidang tugas Bagian Teknis Penyelenggaraan adalah mengatur teknis
penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut tahap-tahap kegiatan
pel aksanaan Pemilihan Umum.

(5)Bidang tugas Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah
menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penygian data,
menyusun  datidik, seta menydenggarekan dokumentas  mengena
penye enggaraan Pemilihan Umum.

(6) Bidang tugas Bagian Hubungan Masyaraka adaah mempersgpkan bahan
publikasi dan penerangan Pemilihan Umum, serta merencanakan
penggunaan media penerangan dan mengadakan kerjasama dengan
pihak pimpinan media massa mengena penyelenggaraan Pemilihan
Umum.
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Pasal 65

(1) Bidang tugas Biro Administras adalah menyelenggarakan segala urusan
surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab PPl, menyel enggarakan
urusan dalam, menyusun, dan mengurus pembiayaan Sekretariat PPI.

(2) TugasKepalaBiro Administras nadlah:

a. membantu Sekretaris PPl dalam melakukan tugasnya;

b. memimpin dan mengawas bagian-bagian yang ada dadam Biro
Adminigras;

C. mengatur penyelenggaraan surat-menyurat, urusan dalam, dan
pembiayaan Sekretariat PPI;

d. melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris PPI;

€. memberikan saran dan aau pertimbangan kepada Sekretaris PPl tentang
langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.

(3) Bidang tugas Bagian Tata Usaha addah menyeenggarakan urusan tata
usaha dalam Sekretariat PPI.

(4) Bidang tugas Bagian Urusan Dalam adalah menyelenggarakan urusan
rumah tangga PP.

(5) Bidang tugas Bendaharawvan adalah menerima, menyimpan, dan
mengduarkan uang dan sura-surat berharga aas perintah Ordonatur serta
mengurus pembukuan, menyusun pertanggung jawaban, dan menyimpan
bukti-bukti kas.

Pasal 66

Kepdakepada Biro ddam Sekretariaa PPl bertanggung jawab kepada
Sekretaris PPl, dan Kepaa-kepaa Bagian bertanggung jawab kepada Kepaa
Biro masng-masing.

Pasal 67

Susunan organisas dan tata-kerja Sekretariat PPl diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri /Ketua L PU.

Pasal 68

Bidang tugas PANWASLAKPUS adalah melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD |, dan DPRD
.
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Pasal 69

(1) Daam meaksanakan tugasnya, PANWASLAKPUS mengadakan rapat
sesual keperluan atas undangan Ketua PANWASLAKPUS.

(2) Daam rapat sebagai dimaksud daam ayat (1) dimusyawarahkan segala
sesuatu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan

Umum sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Anggota PANWASLAKPUS wajib merahasiakan segadla ha yang dalam
rapat PANWA SLAKPUS ditentukan untuk dirahas akan.

Pasal 70

(1) Tugas Ketua PANWASLAKPUS adalah:
a memimpin kegiatan PANWASLAKPUS ddam meaksanakan
tugasnya dibidang pengawasan pd aksanaan Pemilihan Umum;
b. mengatur pembagian tugas antara Wakil Ketua, Anggota, dan
SekretaisPANWASLAKPUS.

(2) Daam melaksanakan tugasnya Ketua PANWASLAKPUS
bertanggung jawab kepada K etua PPI.

Pasal 71

Tugas Wakil Ketua PANWASLAKPUS add ah:

a. membantu Ketua PANWASLAKPUS dalam melaksanakan
tugasnya;

b. meaksanakan tugas yang diberikan olenh Ketua PANWASLAKPUS.

Pasal 72

(1) Tugas Anggota PANWASLAKPUS addah:

a membantu Ketua PANWASLAKPUS dadam melaksanakan
tugasnya;

b. memberikan saran dan pendapat yang dipandang perlu kepada Ketua
PANWASLAKPUS tentang langkahj-langkah yang perlu diambil
dalam meakukan pengawasan terhadap peaksanaan Pemillihan
Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.

(2) Ddam melaksanakan tugasnya Anggota PANWASLAKPUS
bertanggung jawab kepada Ketua PANWASLAKPUS.
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Pasal 73

Tugas Sekretaris PANWASLAKPUS adalah:
a. membantu PANWASLAKPUS dalam mel aksanakan tugasnya;
b. memimpin dan menye enggarakan administras PANWASLAKPUS;
Cc. melakukan tugas yang diberikan oleh Ketua PANWASLAKPUS.

Bagian Keenam
Hubungan K erja Dalam Panitia Pemilihan Indonesia

Pasal 74

Apabila ddam mdaksanakan tugas timbul sesuatu persodan aau perbedaan
pendapat antara pejabat-pejabat dalam PPI, segera diselesaikan
melalui musyawarah antara pejabat-pejabat yang bersangkutan, dan
apabila tidak mungkin, maka segera disampakan kepada Ketua PPl untuk
diputuskan.

Pasal 75

(1) Segaa surat-surat yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan
Indonesiadiurus oleh Sekretaris PPI.

(2) Apabila ada pgabat di dalam PPl menerima surat yang menurut isinya
bukan  menjadi urusannya, supaya dengan  segera
menyampai kannya kepada pejabat yang berkepentingan.

(3) Ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pengurusan surat-surat diatur
tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76
Mengingat perkembangan keadaan di Proping Daerah Tingkat | Irian Jaya
dan Propinsi Daerah Tingkat | Timor Timur yang masih memerlukan

pengurusan tersendiri, maka pada Sekretariat PPl dapat dibentuk unsur Staf
tersendiri yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 77

Bagian Organisas LPU dan Bagan Organisas PPl adalah sebagai
tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran |1 Keputusan Presiden ini.
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BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan berlakunya keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi:

a. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga
Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonsig;

b. Ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang
bertentangan dengan Keputusan Presidenini.

Pasal 79

Hal-ha yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri Daam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 80

Keputusan Presden ini mulal berlaku padatangga di tetapkan.

Ditetgpkan di Jakarta
Padatangga 27 Desember 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO
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